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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Penelitian ini untuk mengkaji aspek teknis ruas jalan Dadapan 

Watukarung guna meningkatkan standar jalan yang berkeselamatan, dimana 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pengolahan dan analisis data secara umum kondisi dan 

ketepatan penempatan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan 

Dadapan Watukarung, Kabupaten Pacitan masih kurang memenuhi 

dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak ditemukan kekurangan 

fasilitas seperti: 

1) Segmen 1 

a) Belum ada fasilitas rambu sevron kiri dan rambu kelas jalan. 

b) Secara keseleuruhan untuk segmen 1 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 1 masih kurang. 

d) Kelandaian pada segmen 1 paling tinggi sebesar 6,6o tergolong 

aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

2) Segmen 2 

a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri. 

b) Secara keseluruhan untuk segmen 2 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 2 masih kurang. 

d) Kelandaian pada segmen 2 paling tinggi sebesar 9,5o tergolong 

aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

3) Segmen 3 

a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri. 

b) Secara keseluruhan untuk segmen 3 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 3 masih kurang.
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d) Kelandaian pada segmen 9 paling tinggi sebesar 12,9o masih 

tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

4) Segmen 4 

a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri. 

b) Secara keseluruhan untuk segmen 4 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 4 masih kurang.  

d) Kelandaian pada segmen 4 paling tinggi sebesar 13,0o masih 

tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

5) Segmen 5 

a) Belum ada fasilitas rambu puskesmas. 

b) Secara keseleuruhan untuk segmen 5 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 5 masih kurang.  

d) Kelandaian pada segmen 5 paling tinggi sebesar 13,3o masih 

tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

6) Segmen 6 

a) Belum ada fasilitas rambu sevron kiri kanan dan kiri, rambu 

pengarah tikungan kanan, rambu tanjakan dan turunan. 

b) Secara keseluruhan untuk segmen 6 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 6 masih kurang. 

d) Kelandaian pada segmen 6 paling tinggi sebesar 13,3o masih 

tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

7) Segmen 7 

a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri, rambu tanjakan 

dan turunan. 

b) Secara keseluruhan untuk segmen 7 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 7 masih kurang. 
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d) Kelandaian pada segmen 7 paling tinggi sebesar 15,4o masih 

tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

8) Segmen 8 

a) Belum ada fasilitas rambu sevron kanan dan kiri. 

b) Secara keseleuruhan untuk segmen 8 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 8 masih kurang.  

d) Kelandaian pada segmen 8 paling tinggi sebesar 15,1o masih 

tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan > 25,0. 

9) Segmen 9 

a) Belum ada fasilitas rambu rambu pengarah tikungan kiri, rambu 

tanjakan dan turunan. 

b) Secara keseluruhan untuk segmen 9 belum ada marka pemisah 

jalur maupun marka tepi. 

c) Secara keseluruhan penerangan segmen 9 masih kurang. 

d) Kelandaian pada segmen 9 paling tinggi sebesar 15,6o masih 

tergolong aman, karena menurut tabel No. 007/BM/2009 untuk 

pegunungan 10,0 – 25,0. 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data di atas fungsi laik jalan dadapan 

watukarung dalam kriteria forgiving road, self explaning, self regulating 

road, self enforcing road belum memenuhi standar teknis laik jalan. 

b. Upaya yang dapat dilakukan di ruas jalan Dadapan Watukarung, Kecamata 

Pringkuku, Kabupaten Pacitan melalui persyaratan laik fungsi jalan, yaitu: 

1) Penambahan rambu tikungan kanan dan kiri, rambu sevron kanan dan 

kiri, rambu petunjuk puskesmas, rambu tanjakan dan turunan, rambu 

kelas jalan. 

2) Penambahan marka pemisah maupun marka tepi. 

3) Penambahan penerangan jalan umum. 
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 Saran 

a. Diharapkan pemerintah kabupaten pacitan lebih memperhatikan jalan 

dadapan watukarung guna akses menuju ke tempat wisata. 

b. Diharapkan penanganan segera dilakukan agar akses menuju wisata jauh 

lebih aman dan nyaman. 

c. Diharapkan kedepannya ada kajian lebih lanjut mengenai analisis di jalan 

dadapan watukarung.  
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